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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 

koefisien determinasi sebesar 49,50%. Sisanya sebesar 50,50% menjadi 

variabilitas variabel lain terhadap belanja daerah seperti variabel dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pembiayaan, dana Silpa dan produk 

domestik regional bruto (PDRB) serta variabel lain yang secara teori memberikan 

dampak pada belanja daerah. Koefisien negatif menunjukan bahwa efektivitas 

pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami peningkatan akan 

memberikan efek yang baik dalam menurunkan rasio efisiensi belanja daerah 

sehingga kriteria belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango akan semakin 

efisien. Pengaruh negatif terjadi karena peningkatan pada efektivitas PAD akan 

membuat efisiensi belanja daerah menurun dan begitupun sebaliknya. Sementara 

itu pengaruh tidak signifikan karena pendapatan asli daerah memiliki nilai rata-

rata kontribusi yang kecil atau dalam hal ini Kabupaten Bone Bolango mengalami 

ketergantungan fiskal yang besar pada pemerintah pusat. 

.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berupaya untuk 

melakukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak dan retribusi 

daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta 

meningkatkan invetasi dari pihak swasta agar pemerintah memperoleh banyak 

manfaat ekonomi yang berimbas pada keuangan dan potensi daerah di 

Kabupaten Bone Bolango. 

2. Perlunya bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk memaksimalkan 

penyerapan anggaran namun memperhatikan tingkat efisiensi dengan upaya 

manajemen belanja daerah sesuai dengan skala prioritas yang akan berdampak 

dan memberikan feedback ekonomi bagi pemerintah. Dalam hal ini perlu 

adanya peningkatan pada belanja modal sebagai belanja yang akan berimbas 

pada potensi ekonomi karena kemudahan akses sarana dan prasarana dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat. 
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